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TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK DAERAH

YANGTERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC› MAHAESA

Menimbang : a.

b.

C.

BUPATI SUMBAWA BARAT,

bahwa untuk mendorong Wajib Pajak melunasi pajak

terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan

Pendapatan Asli Daerah, diperlukan instrumen kebijakan

di bidang Perpajakan Daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat ( 1) Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 14Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Pasal

23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010

tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2010

tentang Pajak Restoran, dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat

menghapus sanksi administrasif berupa denda Pajak

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa

Denda Pajak Daerah Yang Terutang;
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3.

4.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum danTata cara Pcrpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan

Lcmbaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

Nomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata

Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4999);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4340);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2

Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6858);
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Undang-Undang Nomor1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum danTata Cara Pemungutan Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republilc lndonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Republik

Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Ncgara Republik

lndonesia Nomor 6834);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor8

Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

2016 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor9

Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15Tahun 2016
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tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak

Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11

Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK DAERAH YANG

TERUTANG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mempimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
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dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil

yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib

Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

dibidang perpajakan.

8. Sanksi AdministraU adalah tanggungan atau pembebanan

diluar pokok pajak terutang berupa denda sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pa 2

Maksud penghapusan Sanksi Administratif yaitu dalam rangka

memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk

melakukan pembayaran tunggakan Pajak Daerah tanpa

dikenakan Sanksi Administratif yang dilaksanakan dalam

jangka waktu tertentu.

Pasal3

Penghapusan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan

pembayaran tunggakan Pajak Daerah;

b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah yang

bersumber dari Pajak Daerah; dan

c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak

Daerah.
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BAB II

SASARAN

Pasal4

Penghapusan Sanksi Administratif berupa denda diberikan

kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas

pajak terutang sampai dengan tahun Pajak 2022, yang

meliputi:

a. pajak hotel;

b. pajak restoran; dan

c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB III

JANGKAWAKTU PELAKSANAAN

PasalS

Waktu pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 mulai dari tanggal 20

Juni 2023 sampai dengan 20 September 2023.

BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal6

Wajib Pajak dapat membayar secara langsung Pajak yang

terutang di tempat pembayaran yang telah ditentukan ke

Nomor Rekening 017.0100004253 atas nama Rekening

Penerimaan Pajak dan Retribusi KSB pada Bank NTB Syariah

Cabang Taliwang atau melalui bendahara khusus penerima

pada perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah.

Pasal7

Menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi

pendapatan daerah untuk melaksanakan, mengoordinasikan

dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
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BABV

PENUTUP

Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diur+dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkw

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannJa

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Diundangkan diTaliwang

pada tanggal 5 June 2023


